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PENUTUP

A. Kesmpulan
Berdasarkan pada permasalahan dan hasil penelitian yang telah
diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penergpan pidana terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku
penyalahgunaan psikotropika dapat dengan menggunakan diskresi, yaitu
pengusutan anak-anak korban psikotropika tidak diperlakukan seperti
tersangka orang dewasa. Selaku penyidik, Polis memiliki kewenangan
diskresi yang bisa menjadi aasan pemaaf dalam penanganan kasus pidana,
pihak Kegaksaan mendalami kasus-kasus, apakah peluang diskresi dapat
diterapkan dalam tahap penuntutan kasus psikotropika atau tidak. Langkah
itu merupakan bentuk tanggung jawab yang diberikan negara terhadap
anak-anak, terutama menyangkut masa depannya. Rehabilitass dan
perlindungan sosial bagi penyalahguna psikotropika merupakan bentuk
perlindungan pada mereka

2. Kendala dalam penerapan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana
psikotropika adalah, dalam upaya represif khususnya untuk penyidikan,
tidak terdapat ketentuan hukum acara pidana yang membedakan
bagaimana proses penyidikan untuk anak di bawah 18 tahun dan untuk
orang dewasa. Dengan demikian, maka polis menggunakan fase-fase dan

tindakan yang hampir sama, hanya sgja polisi menggunakan tindakan yang
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paling ringan dampaknya, yang diperbolehkan berdasarkan hukum, belum
adanya Keputusan Menteri Kesehatan yang menunjuk secara khusus
rumah sakit atau panti rehabilitasi sebagal tempat untuk membina

terpidana pemakai psikotropika.

B. Saran
Sebagai bagian akhir dari penulisan hukum ini, penulis memberikan
saran sebagal berikut:

1. Pemerintah sebaga state apparatus harus segera melalukan perubahan
paradigma secara mendasar terhadap pengguna psikotopika, sehingga
tidak terjadi proses viktimisas yang makin mendehumanisasi korban. Hal-
hal yang patut dilakukan adalah: amademen regulasi psikotropila dengan
mengembalikan  kedudukan  pengguna napza sebagai  korban
/dekriminalisasi.

2. Negara memberikan hak-hak korban psikotropika termasuk hak untuk
direhabilitas medis dan sosial dan negara segera membuat regulasi yang

menjamin hak-hak korban psikotropika terutama hak untuk direhabilitasi.
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